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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 
memerlukan pembiayaan yang semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha 
pencarian dan penggalian sumber-sumber dana harus digiatkan dan lebih 
ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana 
dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. (Yani 
2002:46) 
Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari 
usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, 
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi 
Lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah. 
Realisasi Pendapatan Daerah  Kabupaten Wajo pada tahun 2008 sebesar 
Rp. 515 milyar dan sebesar Rp.546 milyar pada tahun 2009 ini atau naik sebesar 
Rp. 31,1 milyar. Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah mengalami 
penurunan hingga 1,14 % dari target tahun sebelumnya. PAD di tahun 2008 
ditargetkan sebesar Rp.29,3 milyar turun menjadi Rp. 29,05 milyar di tahun 2009, 
jika dirinci penurunannya berkisar 500 juta lebih atau sekitar 2,14 % . 
Menurut Insukindro, dkk (1994:1) Sumber dana dari dalam negeri yang 
utama berasal dari daerah sendiri, sumber yang cukup potensial untuk 
membiayai berbagai aktivitas pembangunan adalah dari sektor pajak, utamanya 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikenal dengan iuran 
2 
 
 
pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu  
sumber penerimaan daerah termasuk di kabupaten Wajo, seiring dengan 
peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi 
penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, 
sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pun juga meningkat. 
Total jumlah APBD Kabupaten Wajo di tahun 2009 sebesar 
Rp.616.677.635.524,64 dimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
berkontribusi sebesar 1,24% dari total APBD. Sedangkan total Dana Bagi Hasil 
Pajak di Kabupaten Wajo sebesar Rp.61.744.891.366, dimana penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan berkontribusi sebesar 12,5%. Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Wajo adalah  27,6%  dari total penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Wajo yaitu sebesar Rp.27.823.733.524.94 
Kamaruddin, dkk (1989) mengatakan bahwa usaha – usaha yang telah 
dilakukan dan kebijakan yang telah ditempuh agar hasil penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dapat teratasi dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan maka 
perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan tersebut. Pencapaian target ini diperlukan untuk mendukung 
APBD yang tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi dalam menunjang 
pembiayaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional 
pada umumnya.  
Pada Tabel 1 disebelah, dapat dilihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kabupaten Wajo selama 10 tahun terakhir (2000-2009) mengalami fluktuasi 
terkadang melebihi target dan tidak mencapai target. Penerimaan Pajak Bumi 
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dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Wajo yang tidak mencapai target terjadi pada 
tahun 2000,2005,2007 dan Tahun 2008, sedangkan penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kabupaten Wajo yang melebihi target terjadi pada tahun 
2001,2002,2003,2004,2006 dan Tahun 2009. Oleh karena, penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo yang mengalami fluktuasi , maka kita 
perlu mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut, 
dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di Kabupaten Wajo sehingga penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan atau dengan kata lain dapat 
terealisasi sesuai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Wajo..  
Tabel 1 
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Terhadap Target Penerimaan 
PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kab.Wajo 
 
Tahun 
 
Target (Rp.) 
 
Realisasi (Rp.) 
 
Persentasi 
2000 1.588.404.201 1.490.253.474   93,82 
2001 1.680.639.000 2.161.338.917 128,60 
2002 2.374.491.000 2.445.349.115 102,98 
2003 2.763.927.000 3.404.127.405 123,16 
2004 3.572.951.000 3.749.595.859 104,94 
2005 4.527.608.000 3.627.051.393   80,11 
2006 4.793.265.000 4.828.636.568 100,74 
2007 5.803.000.000 5.492.295.718   94,65 
2008 6.164.000.000 6.099.783.751   98,96 
   2009 6.176.369.000 7.701.201.204 124,69 
Sumber :Dispenda Kabupaten Wajo,2010 
Berdasarkan uraian térsebut di atas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) Di  Kabupaten Wajo 
Tahun 2000-2009. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian yang dikaji dalam penelitian ini,yakni: Seberapa besar pengaruh faktor 
PDRB dan Jumlah Penduduk  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kabupaten Wajo.  
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Faktor PDRB dan Jumlah 
Penduduk  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Wajo. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah daerah, yang 
dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam rangka usaha 
peningkatan pendapatan daerah. 
2. Sebagai bahan pembanding terhadap berbagai hasil penelitian dan referensi 
bagi mereka yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang 
sama. 
  
5 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Fungsi dan Peran Pemerintah Dalam Perekonomian 
Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pula 
pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan 
untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan 
saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam 
arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara 
umum. Fungsi dan peran pemerintah dalam dewasa ini dapat dikelompokkan 
dalam tiga fungsi yaitu 1.) Fungsi alokasi, 2.) Fungsi Distribusi, 3.) Fungsi 
Stabilisasi. 
Fungsi alokasi. Semula barang dan jasa itu dihasilkan oleh swasta dan 
di jual di pasar. Namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, ada 
barang dan jasa yang tidak dapat disediakan swasta di pasar, barang dan jasa 
itu dikenal dengan nama barang dan jasa publik, yaitu barang yang tidak dapat 
disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Barang dan 
jasa tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat dan 
mengetahui barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat selain barang dan 
jasa yang disediakan oleh swasta. Musgrave (1989) proses pengalokasian 
barang-barang publik bukanlah hal yang mudah karena keterbatasan anggaran. 
Oleh karena Itu diperlukan pemerintah yang kredibel yang mampu mengambil 
kebijakan-kebijakan yang tepat. Prinsip yang dianut adalah efisiensi (Pareto 
Optimal) di satu sisi dan pertimbangan keadilan di sisi lain. Seringkali 
pengambilan kebijakan ini merupakan trade off artinya seringkali ada pihak-pihak 
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yang dikorbankan. Karena prinsip alokasi yang Pareto Optimal seseorang tidak 
bisa menjadi better off tanpa membuat orang lain worse off. Apabila Pareto 
Optimal artinya tidak bisa dicapai policy maker, harus berupaya mencari Pareto 
Improvment, yaitu upaya melakukan perubahan alokasi sehingga membuat 
seseorang better off dan dampak korbannya lebih kecil dari manfaat yang 
diperoleh. 
Fungsi distribusi (Musgrave:1989). Pemerintah berupaya untuk 
mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera, oleh 
karena itu pemerintah harus campur tangan, melalui manuver kebijakan fiskal, 
redistribusi income diimplementasikan secara langsung melalui 1.) skema Tax 
Transfer, merupakan kombinasi pajak progresif dari yang berpendapatan tinggi 
dengan subsidi kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah, 2.) Pajak 
Progresif digunakan untuk membiayai pelayanan publik, misalnya bantuan 
perumahan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, 3.) Kombinasi antara 
pajak barang mewah bagi konsumen berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi 
konsumen berpendapatan rendah. 
Fungsi stabilisasi. Pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal tertentu 
perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang 
tinggi, stabilitas tingkat harga, rekening luar negeri yang baik serta tingkat 
pertumbuhan yang memadai. Adapun instrumen yang dipakai berupa 
pengeluaran pemerintah yang ekspansif (anggaran defisit). Penerimaan 
pemerintah dari pajak harus dilaksanakan secara hati-hati karena akan 
menyebabkan pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin mahal. 
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Oleh karena itu perlu diperhatikan dua aspek yaitu siapa yang membayar (wajib 
pajak) dan siapa yang akhirnya menderita beban pajak. 
2.2 Sumber- Sumber Penerimaan Daerah  
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tercermin kemampuan daerah   
dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat ditentukan 
oleh potensi yang dimilki. Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut, 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah 
daerah ( UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 6) bersumber dari : 
a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 
d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. 
2.3 Pajak Daerah 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi peme-
rintah setiap negara. Pajak adalah masalah negara dan setiap orang hidup 
dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh sebab itu persoalan 
pajak juga menjadi persoalan seluruh rakyat dalam suatu negara.  Maka setiap 
orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala 
permasalahan yang berkaitan dengan pajak, baik mengenai azasnya jenis pajak 
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yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai 
wajib pajak. Pada umumnya bagi masyarakat pajak merupakan hal yang tidak 
menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dielakkan, hal ini disebabkan tidak 
nampak prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. 
Para ahli di bidang keuangan negara memberikan pengertian yang 
berbeda mengenai masalah pajak, baik ahli dari dalam negari maupun ahli dari 
luar negeri disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara, namun 
demikian dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli keuangan tersebut 
mempunyai inti dan tujuan yang sama. 
Due (1973) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran yang dilakukan 
oleh masyarakat dalam keseluruhannya jasa–jasa pemerintah. Akan tetapi 
jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat tidak perlu mempunyai hubungan 
dengan jumlah kegiatan pemerintah yang diterimanya, yang sering dapat diukur 
atau dihitung, sehingga sifatnya merupakan paksaan. 
Kemudian menurut Smeets seperti dikutip oleh Goedhart (1973), 
mengatakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan yang harus 
diserahkan pada penguasa publik, menurut norma-norma umum yang telah di-
tetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan secara 
langsung sebagai penggantinya.”  
Menurut Mr.Dr.N.J.Feldmann, pajak  adalah prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang 
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata 
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 
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 Menurut Prof.Dr.M.J.H Smeets , pajak  adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan yang dapat dipaksakannya, 
tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. 
Berdasarkan berbagai defenisi yang dikemukakan tersebut di atas maka 
penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang penting 
yaitu antara lain : 
a. Iuran masyarakat kepada penguasa publik atau pemerintah/negara. 
b. Bedasarkan norma-norma umum yang dapat dipaksakan. 
c. Tidak adanya kontrak prestasi atau balas jasa dapat ditunjuk secara 
langsung. 
d. Adanya kegiatan-kegiatan pengeluaran pemerintah 
Untuk membiayai dan memajukan suatu daerah maka ditempuh suatu 
kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai 
dengan kewajibannya. Pajak daerah pada hakekatnya tidak ada perbedaan 
pengertian pokok antara pajak negara dengan pajak daerah mengenai prinsip – 
prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang hanya pada aparat pemungut dan 
penggunaan pajak. Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pajak daerah, 
terlebih dahulu kita lihat beberapa pengertian dasar berikut ini. 
 Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahdan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan 
otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
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Daerah kabupaten/kota diberi peluang oleh pemerintah untuk menggali potensi 
sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah 
ditetapkan pemerintah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan 
sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pajak daerah 
yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/ badan kepala daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
Menurut Mardiasmo ( 1987 ), pajak daerah adalah pajak yang dipungut 
daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk 
kepentingan pembiayaan rumah  tangga pemerintahan daerah tersebut 
 Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak, pajak dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
a. Pajak negara ( nasional ) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan berfungsi untuk mengisi budget (anggaran negara) dan 
mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Jenis pajak negara (nasional 
atau provinsi ) antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM), pajak bumi 
bangunan (PBB), dan Pajak Bea masuk dan Cukai. 
b. Pajak daerah. Menurut  wilayah pemungutannya Pajak daerah dibagi atas 
dua jenis pajak yaitu: 
 Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh 
pemerintah daerah propinsi antara lain: Pajak Kendaraan 
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Bermotor dan Kendaraan di atas air, Pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 
 Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh 
pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota antara lain : Pajak 
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan 
Galian Golongan C dan Pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan 
bangunan (BPHTB) 
2.4  Fungsi Pajak 
Salah satu sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak dan pajak 
adalah sumber penerimaan negara yang terbesar (fungsi budget). Pajak juga 
mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi 
kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian, Rattu (1965), untuk lebih 
jelasnya sebagai berikut : 
2.4.1. Fungsi Budgeter  (anggaran) 
Yang dimaksud dengan fungsi budgetair dari pajak adalah untuk 
mengisi kas negara atau pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yaitu merupakan 
sumber anggaran atau pembiayaan. 
Jadi menurut fungsi ini tujuan pemerintah untuk memungut pajak dari 
masyarakat adalah tujuannya untuk mengisi kas pemerintahan sebanyak 
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mungkin untuk menutupi biaya–biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 
dalam menjalankan tugasnya. 
Pajak merupakan cara yang paling umum dipergunakan oleh pemerintah 
untuk membiayai kegiatan pemerintah dan juga merupakan sumber pendapatan 
utama. 
2.4.2.  Fungsi Regularend (mengatur) 
Dengan adanya perkembangan dalam bidang perpajakan sebagai akibat 
perkembangan kemajuan dalam kehidupan masyarakat baik dalam kegiatan-
kegiatan ekonomi maupun kegiatan yang bersifat sosial, menyebabkan timbulnya 
fungsi lain dari pajak disamping fungsi utamanya mengisi kas negara. Fungsi 
tersebut adalah fungsi regularend yang biasa disebut fungsi mengatur dan mem-
pengaruhi dalam masyarakat. 
Dalam hal ini pajak dipandang sebagai alat kebijaksanaan pemerintah 
dalam mengatur kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan ekonomi maupun 
dalam kehidupan sosial yang dianggap merupakan kewajiban mutlak dari 
pemerintah. 
Dengan semakin berkembangnya kemajuan maka peranan fungsi 
meng-atur dari pajak semakin besar pula, sehingga tujuan suatu pajak tidak lagi 
bersifat budgetair semata, akan tetapi fungsi regularend  (mengatur) yang semakin 
menonjol. 
2.5 Kriteria Pajak Daerah 
Ada lima kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat 
menjadi obyek pengenaan Pajak Daerah ( Davey, 1988) meliputi kecukupan dan 
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elastisitas, pemerataan, kemampuan administrative, kesepakatan politis dan 
kecocokan suatu pajak. 
1. Kecukupan dan elastisitas  
Kecukupan sumber pendapatan yang dapat dipajaki. Artinya, 
sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar 
dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. 
Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga 
meningkat. Keadaan demikian mencerminkan pajak menunjukkan 
elastisitasnya, artinya pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan 
pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Hal ini 
secara otomatis berakibat pada perkembangan besarnya dasar 
pengenaan pajak. Elastisitas merupakan derajat reaksi dari suatu variabel 
karena perubahan variabel lain.  
Elastisitas diukur dengan membandingkan (rasio) hasil 
penerimaan pajak selama beberapa tahun dengan perubahan indeks 
harga, penduduk atau Produk Domestik Bruto. Perhitungan elastisitas 
dapat pula dilakukan dengan membandingkan dasar pengenaan pajak 
per kapita dalam suatu periode. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud 
disini adalah jumlah aktiva tetap, pendapatan yang menjadi dasar 
pengenaan pajak. 
2. Pemerataan  
Pemerataan vertikal  terjadi apabila tarif pajak yang bersifat 
progresif artinya presentase pendapatan seseorang yang dibayarkan 
untuk pajak bertambah, sesuai dengan tingkat pendapatannya.  
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Pembebanan pajak masih dapat dikatakan baik jika tarif pajak 
yang dikenakan bersifat proporsional yaitu kalau presentase pendapatan 
yang dibayarkan untuk pajak sama untuk tingkat pendapatan 
(Pemerataan horizontal ).  Namun pajak dikatakan tidak baik apabila 
pajak dikenakan tarif regresif yaitu presentase pendapatan yang 
dibayarkan untuk pajak menurun dengan adanya kenaikan tingkat 
pendapatan. 
3. Kemampuan administratif ( tax administration)  
Dalam menilai pajak yang ditetapkan atas sumber pendapatan pajak 
memerlukan ketelitian administrasinya. Administrasi pajak juga 
memerlukan jaringan pelaksana pemungut yang tersebar luas sesuai 
dengan penyebaran penduduk serta kemudahan untuk memperoleh data 
dan pendapatan para wajib pajak.  
4. Kesepakatan Politis 
Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan 
struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana 
pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan 
memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Kepekaan politis kadang-
kadang memusatkan pada nilai-nilai sosial. Ada masyarakat yang 
menganggap pajak atas tanah adalah sensitif oleh karena tanah 
dipandang sebagai milik bersama tidak sebagai milik pribadi. Peningkatan 
atas Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan di Indonesia tidak dapat 
dilakukan karena aspek politis tersebut( Devas,1989). 
15 
 
 
Adapun kriteria Pajak Daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey (1988) 
dalam bukunya Financing Regional Goverment, yang terdiri atas empat hal yaitu: 
 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan 
pengaturan pajak sendiri 
 Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat 
tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah 
 Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah 
 Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 
tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 
2.6 Pajak Bumi dan Bangunan  
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap 
hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama 
penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. 
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro Rochmat (1983) 
adalah “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak 
bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau 
keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak 
mempengaruhi besarnya pajak”.  
Pengertian lain Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah “ Bumi adalah merupakan dan tubuh 
bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang 
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan”. 
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Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagai Pajak Daerah yaitu Pajak 
Kabupaten/Kota efektif diberlakukan mulai 1 januari 2014 hal ini diatur dalam 
pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang berbunyi “ Menteri 
Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan 
persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”. Jadi 
Pajak Bumi dan Bangunan untuk saat ini masih menjadi Pajak Pusat. 
Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diatas maka 
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : 
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan iuran masyarakat 
kepada negara yang dipumgut oleh pemerintah. 
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan undang-undang 
(Undang-undang no 12 tahun 1985) atau dapat dipaksakan. 
3. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan. 
4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah harta tak gerak dan keada-
an atau status orang atau yang paling menonjol yang juga menjadi ciri 
tersendiri dari pajak bumi dan bangunan.  
5. Keadaan atau status orang atau badan  yang dijadikan subyek dari pajak 
bumi dan bangunan (PBB) tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya 
pajak sehingga dengan demikian pengenaan atau besar kecilnya jumlah 
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar kecilnya 
harta tak gerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi obyek pajak 
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bumi dan bangunan ini selama harta tak gerak itu tidak digunakan untuk 
kepentingan umum atau bersifat sosial.  
Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Soemitro (2001). tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka berikut ini akan dikemukakan 
jenis-jenis obyek dan subyek yang dikecualikan dari pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Adapun yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
sebagai berikut : 
- Bumi/Tanah meliputi ; tanah sawah, tanah kebun (yang ditanami berbagai 
macam tanaman yang tidak mendapat pengairan secara teratur), tanah 
perumahan, pertanian, perkebunan dan perhutanan, tanah industri, 
pertokoan / perkantoran dan tanah peternakan dan empang 
- Bangunan meliputi  ;  Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks 
bangunan, kolam renang, pagar sawah dan taman mewah, tempat olah raga, 
Galangan Kapal/Dermaga, tempat penampungan /kilang minyak, air, gas dan 
pipa minyak. Fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol. 
Walaupun demikian terdapat juga obyek dan subyek pajak yang dikecualikan 
dari pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti dijelaskan dalam Undang-undang 
No.12 tahun 1994 yaitu : 
a. Obyek (tanah, bangunan dan perairan) yang semata-mata digunakan untuk 
melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan ke-
budayaan nasional serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 
b. Obyek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan kepurbakalan atau yang 
sejenisnya 
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c.  Obyek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam,yang 
dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak 
d. Obyek yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dengan surat 
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 
e. Obyek yang dipergunakan oleh perwakilan internasional yang ditentukan oleh 
menteri keuangan. 
Sedang subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikecualikan dari 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah subyek Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) pasal 4 ayat 1 adalah orang atau badan secara nyata 
mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Sedangkan subyek yang 
dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah wakil diplomatik 
dan wakil-wakil organisasi internasional. 
Pajak Bumi dan Bangunan sifatnya adalah objektif yang menganut prinsip 
manfaat dan kepemilikan, dimana pengenaan pajak ini dilakukan atas dasar 
besar kecilnya manfaat yang diberikan oleh suatu properti dalam bentuk nilai. 
Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada siapa saja yang 
memiliki atau memanfaatkan properti. 
 Landasan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 
1. Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting 
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu 
perlu peningkatan peran serta masyarakat. 
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2. Bahwa Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan atau 
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang 
mempunyai hak atasnya atau manfaat darinya,oleh sebab itu wajar  
3. apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari 
manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui 
pajak. 
2.7 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Nilai Jual Obyek Pajak adalah merupakan dasar pengenaan pajak  dengan 
kata lain Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dijadikan  dasar untuk pembayaran 
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Sehingga besar kecilnya Nilai Jual Obyek 
Pajak  sangat  mempengaruhi penerimaan pajak bagi negara yaitu Pajak Bumi 
Dan Bangunan. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Obyek Pajak  dilakukan tiga 
tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan 
pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, maka 
penetapan nilai jual obyek pajak ditetapkan setahun sekali.  
Menurut Soemitro Rochmat (2001 : 45)  bahwa nilai jual obyek pajak (NJOP) 
merupakan unsur atau faktor yang dominan dari penerimaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan  Nilai Jual Obyek Pajak merupakan penentu 
besar kecilnya wajib pajak yang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Nasucha 
(1997) mengungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak 
yang objektif, dimana pengenaan pajak di dasarkan pada objek Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yaitu Bumi dan Bangunan. Dapat dilihat secara otomatis 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh luas Bumi dan 
Bangunan yang terkena pajak. 
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Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak menjadi dasar 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan,yang mempunyai pengertian sebagai 
berikut : “ harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar,dan bilamana tidak terdapat transaksi jual  beli, Nilai Jual Objek 
Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis,atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. 
Dalam penjelasannya pasal 79 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 tahun 
2009 penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: 
 Perbandingan harga dengan objek lain  yang sejenis,adalah suatu 
pendekatan metode penetuan nilai suatu objek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan objek lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan telah diketahui harga jualnya 
 Nilai Perolehan Baru,adalah suatu pendekatan/metode penetuan 
NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang 
dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut 
 Nilai Jual Pengganti,adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek 
tersebut. 
2.8 Sektor-Sektor yang Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
Direktorat Jenderal Pajak tahun 2010 mengelompokkan objek pajak 
berdasarkan karakteristik dalam berbagai sektor yaitu 
pedesaan,perkotaan,perkebunan perhutanan dan pertambangan. 
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 Sektor pedesaan,adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 
memiliki ciri-ciri pedesaan,seperti sawah,ladang,empang tradisional 
dan lain-lain 
 Sektor perkotaan,adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang 
memilki ciri-ciri suatu daerah perkotaan,seperti pemukiman penduduk 
yang memiliki fasilitas perkotaan,industri perdagangan dan jasa. 
 Sektor perkebunan, adalah objek PBB yang diusahakan dalam 
budidaya perkebunan,baik yang dikelola oleh badan usaha milik 
negara ataupun swasta 
 Sektor kehutanan,adalah objek PBB dibidang usaha yang 
menghasilkan komoditas hasil hutan. 
 Sektor pertambangan,adalah objek PBB di bidang usaha yang 
mengahasilkan komoditas hasil tambang: emas, batu bara, minyak 
dan gas bumi. 
2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan 
Pada umumnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sering kali 
menjadi masalah yang pelik oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dipengaruhi 
beberapa faktor yang sering menjadi kendala dalam mencapai target penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dilakukan dengan mekanisme yang baik dan didukung oleh 
peraturan yang ada serta mendapat dukungan dari masyarakat maka akan dapat 
meningkatkan penerimaan pajaknya setiap tahun. Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) akan memberikan hasil yang sesuai harapan atau penetapan 
target yang telah ditetapkan apabila didukung oleh beberapa faktor. Faktor yang 
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tidak dapat dikontrol antara lain : Faktor –faktor yang mempengaruhi penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan antara lain faktor Product Domestic Bruto (PDRB) 
atas dasar harga konstan  dan Jumlah Penduduk. Masing- masing faktor yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut akan 
dijelaskan di bawah ini. 
 Faktor PDRB atas harga Konstan 
Menurut Abdul Rachim AF (2003:40) PDRB dibagi menjadi dua jenis yaitu   
PDRB atas dasar harga berlaku (Current Price) dan PDRB atas dasar 
harga konstan (Constan Price),PDRB atas harga berlaku digunakan untuk 
melihat PDRB per kapita dan untuk melihat besarnya pergesaran struktur 
ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah  
barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu 
sebagai tahun dasar.PDRB atas harga konstan digunakan untuk 
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 
Metode perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan dibedakan atas tiga yaitu: 
 Revaluasi,yaitu menaksir nilai produksi dengan menggunakan harga pada 
tahun dasar tertentu. Biaya antara atas dasar harga konstan biasanya 
diperoleh dari perkalian output masing-masing tahun dengan rasio tetap 
biaya antara tahun dasar dengan output. Cara evaluasi ini banyak 
dipergunakan untuk menghitung nilai produksi sektor-sektor 
pertanian,penggalian,perindustrian, angkutan dan sebagainya. Sektor-
sektor yang memproduksi jasa-jasa biasanya sulit dihitung dengan cara 
ini. 
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 Ekstrapolasi,yaitu cara menaksir produksi atau nilai tambah bruto harga 
konstan dengan cara mengalikan nilai produksi atau nilai tambah bruto 
harga berlaku pada tahun dasar dengan indeks produksi. 
 Deflasi/Double Deflasi,yaitu cara menaksir nilai produksi atau nilai tambah 
harga berlaku dengan indeks harga yang terkait. Dalam metode deflasi 
dikenal istilah deflasi berganda yaitu yang dideflasi adalah output dan 
biaya antara. Indeks harga yang dipergunakan sebagai deflator untuk 
perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks 
harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai cakupan 
komoditinya. Sedangkan indeks harga dari komponen input terbesar. 
  Rahardjo Adi Sasmita (1989 :26) mengatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi regional adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sistem 
spasial suatu bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai 
suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah. Kegiatan pembangunan 
rumah tangga digunakan sebagai salah satu barometer untuk menentukan 
perkembangan kegiatan ekonomi dan aktivitas sosial ekonomi. Ketika semakin 
meningkat dan makmur pembangunan perumahan akan semakin meningkat dan 
sebaliknya pada saat ekonomi mengalami resesi,pembangunan perumahan akan 
merosot. Bila dikaitkan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,maka 
pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan perumahan 
semakin meningkat pula. 
 Jumlah Penduduk  
Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan 
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berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat 
yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan 
pajak bumi dan bangunan. Insukindro (1994) peningkatan pendapatan nasional 
tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Insukindro menyimpulkan 
bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah 
jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertambahan penduduk tidak 
dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan 
menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak 
yang baru. 
2.10 Tinjauan Empiris 
Hadi Sasana (2005), yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas 
Mengungkapkan bahwa penerimaan PBB dipengaruhi oleh PDRB per kapita, 
jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan, jumlah bangunan, dan krisis 
moneter. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel 
yang paling berperan dalam mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten 
Banyumas adalah jumlah bangunan. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien dari 
Koefisien regresi jumlah bangunan di kabupaten Banyumas sebesar 3,559. 
Variabel PDRB per kapita, jumlah wajib pajak, inflasi, jumlah luas lahan 
serta jumlah bangunan berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan PBB. 
Kondisi ini dapat dipahami karena dengan semakin tinggi nilai variabel-variabel 
tersebut, berarti semakin tinggi pula penerimaan pajak dan berpengaruh positif 
dalam meningkatkan penerimaan pajak. 
25 
 
 
Adi (2003), yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan di wilayah kota 
Samarinda.Dari hasil penelitian variabel independent yang terdiri dari jumlah 
obyek dan subjek pajak secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel independent yaitu penerimaan PBB. Hal ini dapat dilihat dari 
perbandingan antara  antara nilai ftabel f hitung , dimana nilai F hitung (7,963) lebih 
besar dibandingkan F tabel (5,46). Hal ini juga dapat dilihat besarnya sig F Change 
yaitu sebesar 0,063 artinya kedua realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) sebesar 93,7%. 
Secara partial variabel independent yang paling berpengaruh atau paling 
dominan mempengaruhi variabel-variabel dependen adalah jumlah objek pajak. 
Ini dilihat t hitung 1,553> t tabel 1,476 sehingga H0 ditolak dan menerima Ha. Dari 
nilai sig jumlah objek pajak yaitu sebesar 0,218 menyatakan bahwa model 
regresi yang digunakan cukup baik secara statistik. Sedangkan pada jumlah 
subyek pajak diketahui t hitung -0,346 < t tabel 1,476 sehingga Ho diterima dan 
menolak Ha, ini berarti secara partial jumlah subjek pajak tidak berpengaruh 
terhadap peningkatan penerimaan PBB.  
Edy Jaya (2000) yang menganalisis Prospek Pajak Bumi Bangunan 
(PBB) terhadap Pembangunan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
mengungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memiliki prospek yang 
sangat potensial dalam menunjang pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan 
di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sehingga perlu diupayakan peningkatan 
partisipasi dan kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban 
26 
 
 
pajaknya disamping pemberian pelayanan dan keteladanan dari aparat 
pemungut pajak.  
Surahman (2003) mengungkapkan salah satu jenis pendapatan potensial 
dalam menunjang pembangunan di Kabupeten Bulukumba adalah bersumber 
dari Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber penerimaan dari Pajak Bumi dan 
Bangunan ini sangat ditentukan oleh besar kecilnya subjek dan objek pajak yang 
ada di daerah antara lain dapat dilihat dari struktur ekonomi daerah, serta sikap 
dan kesadaran wajib pajak di daerah tersebut, disamping aparatur yang 
profesional dan bertanggung jawab. 
2.11 Kerangka Pikir 
Dalam rangka peningkatan potensi sumber Penerimaan Daerah dalam 
mendukung kemandirian atau otonomi daerah perlu dicarikan sumber pajak baru 
dan potensial yaitu dengan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi 
perpajakan. Dimana pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang 
sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. 
Sehubungan dengan peningkatan potensi Penerimaan Daerah tersebut, 
Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang 
memberikan kontribusi relatif besar terhadap Penerimaan Daerah  dan dapat 
diandalkan untuk membiayai pembangunan, karena kontribusi Pajak Bumi dan 
Bangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terutama untuk 
Kabupaten/kota relatif besar, jadi secara potensial Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, wajarlah apabila pemerintah 
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daerah berusaha mencari cara agar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dapat berjalan seefektif mungkin dan ditetapkan berdasarkan potensi yang 
sebenarnya dengan mempertimbangkan faktor yang bisa mempengaruhi 
keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, antara lain yaitu 
faktor yang tidak dapat dikontrol adalah Faktor Product Domestik  Regional Bruto 
(PDRB) dan Faktor Jumlah Penduduk. Dan faktor yang dapat dikontrol antara 
lain Faktor Nilai Jual Objek Pajak . 
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan 
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 2.1 :Skema Kerangka Pikir 
 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kab.Wajo 
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Jumlah Penduduk 
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2.10 Hipotesis  
Berdasarkan tinjauan teoritis yang dikemukakan dalam Bab II maka hipotesis 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
 Diduga bahwa  variabel PDRB dan Jumlah Penduduk  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Wajo. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1   Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 
3.1.1 Penelitian Kepustakaan 
Dalam penelitian kepustakaan , penulis berusaha untuk mempelajari serta 
mengumpulkan teori-teori dari  literatur-literatur, dokumen-dokumen, 
hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan majalah-majalah yang ada 
hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 
3.1.2 Penelitian Lapangan 
 Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang 
diperoleh    melalui pengamatan dengan cara melihat dan mencermati 
secara langsung pada obyek yang akan diteliti 
 Wawancara untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan secara 
langsung dari responden di Kantor  Dinas Pendapatan Daerah dan Badan 
Pusat Statistik di Kabupaten Wajo. 
3.2  Jenis dan Sumber Data 
Mengingat penelitian ini menggunakan data time series tshun 2000-2009, 
data sekunder tersebut diperoleh dari  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  
Wajo dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.  
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3.3 Metode Analisis 
 Dalam rangka menguji hipotesis PDRB dan Jumlah Penduduk yang telah 
dikemukakan sebelumnya,maka digunakan alat analisis regresi linear berganda 
yang mempunyai formulasi sebagai berikut :  
Y = F ( X1, X2 ) ............................................................  (1) 
Y =β O + β1 X1+ β2X2  ......................................................(2) 
Kemudian Persamaan Regresi Di Atas Dijadikan Persaman Logaritma 
Natural ( Ln) Sehingga: 
Ln Y = β0 + β1 ln X1 + β2 ln X2 +   € ........…….………... (3) 
      Dimana : 
      Y     = Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Milyar) 
      X1      = PDRB atas harga konstan (Milyar) 
      X2      = Jumlah Penduduk (Jiwa/Orang) 
      β0      = Bilangan Konstanta 
      β1,β2 = Koefisisen Regresi 
      €      = Faktor Kesalahan 
 Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh koefisien regresi dan 
variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara bersama-sama maupun 
sendiri-sendiri digunakan pendekatan uji statistik sebagai berikut: 
 Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat dimana variabel ini dikatakan signifikasi 
jika t hitung sama dengan atau lebih besar dari nilai t tabel. 
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 Menentukan  nilai koefisien korelasi berganda (R) yaitu untuk melihat 
keeratan hubungan antara variabel bebas  (X1, X2) dengan variabel 
terikat (Y) 
 Menentukan nilai koefisien determinasi berganda (R2 ) yaitu untuk melihat 
seberapa besar variasi varibel terikat (Y) yang ditentukan oleh variabel 
bebas (X1, X2). 
 Uji statistik F digunakan untuk mengukur tingkat signifikasi pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat  yaitu 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo. Dimana jika 
diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel maka 
dapat dikatakan bahwa pengaruh kedua variabel independen secara 
bersama-sama signifikan terhadap variabel independent.  
3.4 Definisi Operasional 
1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak 
bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya, maka status 
atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak 
mempengaruhi besarnya pajak. 
2. PDRB atas harga konstan (2000-2009) di Kabupaten Wajo adalah nilai 
barang dan jasa atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap, 
yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun 
dasar. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB atas harga konstan tidak 
dipengaruhi oleh perubahan harga. Nilai PDRB di Kabupaten Wajo  
dalam satuan milyar rupiah. 
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3. Jumlah penduduk (2000-2009) di Kabupaten Wajo dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar yang 
ditangani dengan serius dengan meningkatkan kualitas SDM akan 
menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan pendapatan nasional, 
peningkatan tersebut akan mengakibatkan penerimaan pajak bumi dan 
bangunan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Wajo 
dalam satuan orang/jiwa. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Struktur Perekonomian 
          Struktur perekonomian pada suatu wilayah digambarkan oleh besarnya 
peranan (kontribusi) dari masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber pendapatan masyarakat atau 
mata pencaharian sebagai pelaku kegiatan ekonomi di Kabupaten Wajo dapat 
digambarkan oleh struktur perekonomian atau kontribusi sektor-sektor ekonomi 
terhadap pembentukan total PDRB di Kabupaten Wajo. 
        Struktur ekonomi Kabupaten Wajo pada kurun waktu tahun 2005-2009 
tampaknya tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian 
terhadap perekonomian daerah ini tahun 2009 masih sangat besar yakni rata-
rata hampir 38,50%, tetapi mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008 
yakni dari 41,57% menjadi 41,04% bahkan di tahun 2009  turun sebesar 38,50%. 
       Sektor lain yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap Product 
Domestic Regional Bruto (PDRB)  Kabupaten Wajo tahun 2009 adalah sektor 
perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sekitar 22,01%,kemudian 
sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi masing-
masing 16,91% dan 5,92%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di 
bawah ini. 
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Tabel 2 
Kontribusi PDRB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Wajo 
Tahun 2007-2009 
Lapangan Usaha 2007 2008 2009 
1.Pertanian 
2.Pertambangan/Penggalian 
3. Industri Pengolahan 
4. Listrik,Gas dan Air Bersih 
5. Bangunan 
6.Perdagangan,Hotel & Rest. 
7.Angkutan & Komunikasi 
8.Keuangan,Pers&Jasa Pers. 
9.Jasa-Jasa 
41,57 
5,37 
6,69 
0,62 
2,46 
22,17 
4,98 
4,25 
11,89 
41,04 
4,80 
6,43 
0,58 
2,46 
22,04 
4,72 
4,11 
13,82 
38,50 
4,51 
5,92 
0,55 
2,51 
22,01 
4,46 
4,28 
16,91 
PDRB 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Wajo,2010 
 
      Untuk sektor pertambangan yang kontibusinya terhadap total PDRB 
Kabupaten Wajo sekitar 4,51% pada tahun 2009  relatif melambat jika 
dibandingkan kontribusinya pada tahun 2008 sekitar 4,80%. Untuk sektor 
angkutan & komunikasi dan sektor keuangan dan jasa perusahaan hanya 
menyumbang masing-masing sekitar 4,46% dan 4,28% terhadap pembentukan 
total PDRB Kabupaten Wajo pada tahun 2009. 
4.1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y) 
        Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jumlah 
Pajak Bumi dan Bangunan yang berhasil ditagih oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Wajo setiap tahunnya. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) Kabupaten Wajo pada umumnya sesuai dengan apa yang 
ditargetkan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak 
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Bumi dan Bangunan (PBB)  terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) hingga sepuluh tahun terakhir yaitu mulai tahun 2000 sampai 
dengan tahun 2009 pada tabel 6 berikut ini: 
Tabel 3 
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Terhadap Target Penerimaan PBB 
Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kab.Wajo 
 
Tahun 
 
Target (Rp.) 
 
Realisasi (Rp.) 
 
Persentasi 
2000 1.588.404.201 1.490.253.474   93,82 
2001 1.680.639.000 2.161.338.917 128,60 
2002 2.374.491.000 2.445.349.115 102,98 
2003 2.763.927.000 3.404.127.405 123,16 
2004 3.572.951.000 3.749.595.859 104,94 
2005 4.527.608.000 3.627.051.393   80,11 
2006 4.793.265.000 4.828.636.568 100,74 
2007 5.803.000.000 5.492.295.718   94,65 
2008 6.164.000.000 6.099.783.751   98,96 
   2009 6.176.369.000 7.701.201.204 124,69 
Sumber :Dipenda Kab.Wajo,2010 
Dari tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Kab.Wajo tidak selalu sesuai dengan apa yang ditargetkan 
setiap tahunnya walaupun pada umumnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB)  pada umumnya mengalami kenaikan dari apa yang di 
targetkan pada tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan terhadap target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
untuk 10 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2000-2009 adalah sebesar 105,27%  
atau rata-rata realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 
Rp.4.099.863.340,- 
36 
 
 
 Untuk realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 
2000-2001 sebesar Rp.1.490.253.474,- atau 93,82 % mengalami penurunan dari 
target yang diharapkan sebesar Rp.1.588.404.201,-. Realisasi penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2001-2002 sebesar Rp. 2.161.338.917,- atau 
128,6% mengalami kenaikan dari target yang diharapkan sebesar 
Rp.1.680.639.000,- kemudian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) tahun 2002-2003 sebesar Rp. 2.445.349.115,- atau 102,98% mengalami 
kenaikan dari target yang diharapkan sebesar Rp.2.374.491.000,- realisasi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2003-2004 sebesar 
Rp.3.404.127.405,- atau 123,16% mengalami kenaikan dari target yang 
diharapkan sebesar Rp.2.763.927.000,- realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan untuk tahun 2004-2005 sebesar Rp.3.749.595.859,- atau 104,94% 
juga mengalami kenaikan dari target yang diharapkan sebesar 
Rp.3.572.951.000,-kemudian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
tahun 2005-2006 sebesar Rp.3.627.051.393,- atau 80,11% mengalami 
penurunan dari target yang diharapkan sebesar Rp.4.527.608.000,- realisasi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2006-2007 sebesar 
Rp.4.828.636.568,- atau 100,74% mengalami kenaikan dari target yang 
diharapkan sebesar Rp.4.793.265.000,- realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun 2007-2008 sebesar Rp.5.492.295.718,- atau 94,65% 
mengalami penurunan dari target yang diharapkan sebesar Rp.5.803.000.000,- 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008-2009 sebesar 
Rp.6.099.783.751,- atau 98,96% mengalami penurunan dari target yang 
diharapkan sebesar Rp.6.164.000.000,- dan  realisasi penerimaan Pajak Bumi 
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dan Bangunan tahun 2009-2010 sepuluh tahun terakhir sebesar 
Rp.7.701.201.204,- atau 124,69% mengalami kenaikan dari target yang 
diharpkan sebelumnya sebesar Rp.6.176.369.000,- 
4.1.3 Data Perkembangan PDRB Harga Konstan di Kabupaten Wajo (X1) 
Pada tabel 4 disajikan data PDRB atas harga konstan dengan 
menggunakan tahun dasar 2000 yang berarti total Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Kab.Wajo yang bersangkutan dihitung berdasarkan nilai atau 
harga pada tahun 2000 selama periode tahun 2000-2009. 
Tabel 4 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kab.Wajo 
Tahun 
 
PDRB atas Dasar Harga 
Konstan 
Pertumbuhan                 
Ekonomi (%) 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
   565.603.420.000 
1.614.538.100.000 
1.610.694.020.000 
1.678.917.140.000 
1.731.527.710.000 
1.834.824.710.000 
1.938.618.300.000 
2.052.424.310.000 
2.204.396.470.000 
2.316.833.730.000 
6,48 
7,36 
-0,24 
4,24 
3,13 
5,97 
5,66 
5,87 
7,40 
5,10 
         Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Wajo,2010 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar 
harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan 
dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan angka dasar harga konstan untuk 
menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur 
merupakan pertumbuhan ekonomi riil.  
Dalam periode tahun 2000 Kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo 
telah berangsur – angsur pulih kembali dari kondisi krismon yang berlangsung 
pada tahun 1998, dimana nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing 
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terutama dolar menjadi anjlok. Akibatnya komoditas ekspor nilainya berlipat 
ganda. Pada tahun 2000, perekonomian di Kab.Wajo sebesar Rp.565.603,42 
milyar. 
Bila diperhatikan selama periode 2001-2005, terlihat bahwa 
perekonomian Kab.Wajo cukup berfluktuasi. Pada tahun 2002 pertumbuhan 
negatif -0,24 % dimana PDRB atas dasar harga konstan sebesar 
Rp.1.610.694,02 Milyar, kemudian pada periode 2003 mengalami pertumbuhan 
positif sekitar 4,24%. Sementara pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan 
melambat sebesar 3,13% persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah 
ini dipengaruhi oleh sektor pertanian. 
Pada periode tahun 2005-2009 maka PDRB berdasarkan harga konstan 
mengalami pertumbuhan rata-rata 6,01%. PDRB atas dasar harga konstan 2000 
pada tahun 2005, 2006 dan 2007 masing-masing Rp.1.834.824,71 
milyar,Rp.1.938.618,30 milyar dan Rp.2.052.424,31 milyar kemudian mengalami 
kenaikan pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing Rp.2.204.396,47 milyar dan 
Rp.2.316.833,73 milyar. 
4.1.4 Data Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Wajo (X2) 
 Perkembangan Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang 
dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan 
menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi yang berpengaruh pula terhadap 
peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pertumbuhan penduduk 
Wajo dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari tabel  8 
Jumlah Penduduk Kab.Wajo selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu mulai 
tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.  
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Tabel 5 
Jumlah Penduduk Kab.Wajo 
Tahun Jumlah Penduduk 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
359.326 
361.239 
363.160 
365.041 
367.498 
370.093 
373.938 
377.184 
380.521 
382.450 
           Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Wajo,2010 
 Dari tabel 5 (lima) tersebut di atas menunjukkan selama 10 tahun terakhir, 
yaitu mulai dari tahun 2000-2009 selalu mengalami peningkatan jumlah 
penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Wajo yaitu mulai tahun 
2000 sampai dengan tahun 2009 sebesar 369.022  rata-rata per tahun. Jumlah 
penduduk di tahun 2000-2005, masing-masing sebesar 359.326 
jiwa/orang,361.239 jiwa/orang,363.160 jiwa/orang,365.041 jiwa/orang,367.498 
jiwa/orang dan 370.093 jiwa/orang. Di tahun 2008-2009 masing-masing sebesar 
380.521 jiwa/orang dan 382.450 jiwa/orang. Peningkatan signifikan terjadi pada 
tahun 2007 yaitu dari 373.938 jiwa/orang meningkat menjadi 377.184 jiwa/orang. 
4.1.5 Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Wajo 
Menurut  pernyataan kepala badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Wajo Nilai Jual Objek Pajak tentu sangat berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo, disebabkan Objek Pajak Bumi 
dan Bangunan berupa bumi atau tanah dan bangunan merupakan objek pajak 
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yang relatif stabil baik dari jumlahnya maupun nilainya. Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan jelas tidak dapat disembunyikan. Jumlah ataupun luas bumi/bangunan 
tidak pernah berkurang, bahkan jumlah bangunan  akan semakin bertambah 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. 
Selanjutnya,khusus dalam bidang teknis penetapan Nilai Jual Objek 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo, kita akan terus melakukan 
penyempurnaan. Hal ini disebabkan bila penentuan Nilai Jual Objek Pajak 
kurang baik dan benar akan berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Wajo, sekaligus tidak memunculkan penolakan dan 
keberatan dari wajib pajak masyarakat Wajo. Hal tersebut juga didukung oleh 
meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Wajo untuk 
menginformasikan  dan melaporkan objek yang dikenai Pajak Bumi dan 
Bangunan, sehingga kemungkinan tanah atau lahan yang berstatus Nilai Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi tanah atau lahan dengan status 
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), semua hal tersebut  memberikan andil terhadap 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo. 
Nilai Jual Objek Pajak merupakan penentu besar kecilnya wajib pajak 
yang akan membayar Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Wajo, tetapi 
semakin besar Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak maka pengaruhnya terhadap 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin berkurang.  
Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan,Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan 
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar,dimana penilaian objek pajak dilakukan dengan tiga pendekatan 
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yaitu pendekatan Data Pasar (untuk pajak bumi ), Pendekatan Biaya (untuk 
bangunan) dan Pendekatan Pendapatan (terutama untuk tanah produktif). Untuk 
Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Wajo, yang 
dijadikan acuan adalah transaksi jual beli tanah dan harga bangunan yang ada di 
masyarakat  dan perkembangan suatu wilayah. Adapaun faktor-faktor yang 
dijadikan acuan untuk NJOP bumi/tanah adalah letak dan pemanfaatan 
tanah,sedangkan untuk Nilai Jual Objek Pajak bangunan adalah bangunan, 
rekayasa, letak dan kondisi lingkungan.  
 Data yang dIgunakan pihak KPPBB untuk harga tanah diperoleh 
berdasarkan laporan dari masyarakat setempat  dan bantuan dari aparat desa 
setempat, selanjutnya Nilai Jual Objek Pajak dikelompokkan sesuai dengan 
klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak untuk Bumi. Sementara untuk Nilai Jual Objek 
untuk Bangunan ditentukan dengan pendekatan biaya yang didasarkan atas 
harga bahan  bangunan yang dipergunakan dan kapan bangunan itu dibangun. 
Dalam hal ini kepada wajib pajak diminta untuk mengisi formulir Rincian Data 
Bangunan. Wajib Pajak akan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
(SPOP) dan Lampiran SPOP berupa rincian tentang data-data bangunan dan 
dikembailkan ketempat pendaftaran atau petugas yang telah ditunjuk. 
 Selanjutnya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak baik untuk Bumi dan 
Bangunan tersebut dapat dilakukan perhitungan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan yang harus dibayar, yaitu dengan mengurangi total Nilai Objek Pajak 
(NJOP) dengan Nilai Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sehingga ditemukan 
besarnya Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Adapun besarnya  Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak( NJOPTKP) untuk masing-
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masing daerah berbeda-berbeda, dimana untuk Kabupaten Wajo ditentukan 
besarnya adalah Rp. 12.000.000,-. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak adalah 20% 
dari NJOP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya 
berdasarkan NJKP tersebut dapat dihitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
yang terhutang yaitu 0,5%. Dengan kata lain besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan yang harus dibayar setiap wajib pajak di Kabupaten Wajo adalah 
0,5% X  20% X ( NJOP dikurangi NJOPTKP ) . 
 Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU PBB penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
diperbaiki setiap  3 (tiga) tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu yang karena 
perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek 
Pajak cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak ditentukan setahun 
sekali. Untuk Kabupaten Wajo penetapan NJOP dilakukan setiap 3 (tiga) tahun 
sekali.  
 Paling lambat tahun 2014 Nilai Kena Pajak tidak dipergunakan lagi, tarif 
Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi 0,3 %  dan penetapan Nilai Jual Objek 
Tidak Kena Pajak (NJOTKP) paling rendah 10 juta, artinya pemerintah 
kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif NJOPTKP tanpa 
batasan. Jadi Pajak  Bumi dan Bangunan yang ditanggung masyarakat 
kemungkinan akan semakin berkurang. Untuk tahun 2010 di Kabupaten Wajo 
perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan masih berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 
No.12 tahun 1994. 
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4.1.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per 
Kecamatan di Kabupaten Wajo 
Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab.Wajo 
meningkat di akhir tahun 2009. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 
2009 melebihi dari target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut tidak 
terlepas dari kinerja aparatur di Kabupaten Wajo dalam melakukan 
pendataan,pengevaluasian dan penilaian atas sejumlah subjek dan objek pajak 
di satu sisi, dan di sisi lain adalah meningkatnya kesadaran masyarakat 
Kabupaten Wajo untuk meniformasikan dan melaporkan objek yang dikenai 
Pajak Bumi dan Bangunan.Target dan realisasi setiap kecamatan di Kabupaten 
Wajo dapat di lihat pada tabel 5 di bawah ini: 
Tabel 6 
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 
Di Kab.Wajo 
No. Kecamatan Target Realisasi Presentase 
1. Sabbangparu 355.401.927 504.123.285 141,85 
2. Tempe 419.572.999 581.750.245 138,65 
3. Pammana 434.694.641 591.985.075 136,18 
4. Bola 446.508.063 608.216.838 136,22 
5. Takkalalla 604.405.420 835.936.783 138,31 
6. Sajoanging 655.399.518 666.402.295 101,68 
7. Penrang 417.626.749 403.069.317 96,51 
8. Majauleng 484.175.525 472.336.028 97,55 
9. Tanasitolo 315.303.560 438.468.720 139,06 
10. Belawa 551.669.646 664.209.614 120,40 
11. Maniangpajo 419.035.227 525.074.454 125,31 
12. Gilireng 195.074.066 209.226.721 107,26 
13. Keera 374.955.426 513.629.199 136,98 
14. Pitumpanua 502.546.233 686.772.630 136,66 
Jumlah 6.176.369.000 7.701.201.204 124,69 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab.Wajo,Tahun 2010 
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 Dari tabel 6 di atas bahwa kecamatan  Sabbangparu di Kabupaten Wajo 
merupakan kecamatan yang paling tinggi dalam hal mencapai target Pajak Bumi 
dan Bangunan dengan presentase 141,85%.  Secara keselurahan dari 14 
kecamatan di Kabupaten Wajo, hanya dua kecamatan yang tidak mencapai 
target Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kecamatan Penrang dan Majauleng 
dimana masing-masing hanya memiliki preesntase sebesar 96,51% dan 97,55%. 
Jadi untuk kecamatan Sabbangparu, Tempe, Pammana, Bola, Takkalalla, 
Sajoanging, Tanasito, Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera dan Pitumpanua 
pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan melebihi dari target Pajak Bumi dan 
Bangunan yang ditetapkan di tahun 2009 
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 
4.2.1 Pengaruh PDRB atas dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk 
Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
memepngaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  yaitu PDRB atas harga 
konstan (X1) dan Jumlah Penduduk (X2)  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (Y) di Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil perhitungan  yang 
dilakukan dengan perangkat SPSS,maka dapat diperioleh persamaan regresinya 
sebagai berikut : 
       Ln  Y = -213,609 + 0.361 X1+ 17,586 X2  
            t hitung  =                 (3,020)   +  (8.069) 
     Uji f     =  114,155 
          R-Square  =  0,97 
1. Dengan persamaan regresi berganda di atas,tampak bahwa besarnya 
bilangan konstan (intercept) sebesar -213,609,menunjukkan tanda negatif  
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ini berarti pada saat PDRB atas harga konstan dan Jumlah Penduduk 
sama dengan nol maka banyaknya jumlah penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebesar -213,609%. 
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,361 sehingga dikatakan bahwa jika PDRB 
atas harga konstan sebanyak satu rupiah, maka penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan (Y) bertambah sebesar 0,361% (Variabel Lain dianggap 
konstan) 
3. Koefisien regresi X2 sebesar 17,586  sehingga dikatakan bahwa jika 
jumlah penduduk (X2) meningkat sebanyak satu orang,maka penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (Y) bertambah sebesar 17,586 %(Variabel 
Lain dianggap konstan) 
Jadi dari hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa semua variabel koefisien regresi 
yaitu faktor PDRB (Variabel X1) dan Jumlah Penduduk (Variabel X2) 
berpengaruh positif. 
4.2.2 Analisis Partial Variabel yang  berpengaruh terhadap Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo 
Untuk menganalisis faktor mana yang signifikan pengaruhnya terhadap 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wajo, maka kriteria yang 
digunakan adalah jika nilai t hitung > dari nilai t tabel,maka Ho ditolak dan 
menerima hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara 
variabel independent (X) dan Variabel dependent (Y). 
 Hasil uji t dari 2 (Dua) variabel independent masing-masing menunjukkan 
nilai t hitung sebagai berikut : 
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1. Variabel X1 (PDRB atas harga konstan), menunjukkan nilai t hitung 
sebesar 3,020 lebih besar dari nilai t  tabel dengan tingkat signifikasi 
0,019 lebih kecil dari α =0,05, artinya variabel PDRB atas harga konstan 
signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Variabel X2 (Jumlah Penduduk), menunjukkan nilai t hitung sebesar 
8,069 lebih besar dari nilai  t tabel dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih 
kecil dari  α=0,05,artinya variabel Jumlah Penduduk signifikan terhadap 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas,maka dapat diketahui bahwa variabel 
PDRB atas dasar harga konstan dan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kabupaten Wajo selama periode analisis. Artinya hipotesis terbukti 
kebenarannya. 
Dengan penjelasan uraian tersebut di atas semua nilai koefisien regresi yang 
ada mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kabupaten Wajo. Ini berarti jika nilai-nilai dari kedua variabell 
bebas  yaitu X1 (Variabel PDRB konstan) dan variabel X2 (Jumlah Penduduk) 
ditingkatkan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Wajo. 
Kemudian pengaruh variabel X1 (PDRB atas harga konstan) dan variabel X2 
(Jumlah Penduduk) dapat dilihat dari koefisien determinasi atau nilai R.Square 
yang menunjukkan nilai sebesar 0,97 atau 97% keadaan tersebut dapat diartikan 
bahwa variabel X1 (PDRB atas harga konstan) dan variabel X2 (Jumlah 
Penduduk) mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 
47 
 
 
97%,sisanya sebesar 3% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk 
dalam model penelitian. 
Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel PDRB dan variabel Jumlah 
Penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan maka digunakan alat uji F . Hasil perhitungan dengan menggunakan 
uji F , nilai F hitung sebesar  114,155 dan nilai F tabel sebesar 4,74 artinya F 
hitung > F tabel dengan probabilitas 0.000 dengan tingkat α = 0,05 ,dapat dilihat 
bahwa tingkat signifikasi lebih kecil dari α 0.000 < 0,05. Dengan demikian, 
variabel independent yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent yaitu penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
 Jadi dapat disimpulkan atau diimplikasikan bahwa PDRB dan jumlah 
penduduk selama sepuluh tahun  terakhir (2000-2009) berkontribusi positif  
terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Wajo, oleh karena itu diharapkan agar terjadi peningkatan PDRB setiap tahunnya 
sehingga pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo dapat terlaksana, 
pendapatan  masyarakat Kabupaten Wajo pun mengalami peningkatan sehingga 
mereka memiliki kelebihan pendapatan untuk membeli tanah atau bangunan 
yang akan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 
Wajo,sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai 
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  
Jumlah penduduk bisa tetap ditangani dengan serius,  agar seiring 
bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga wajib pajak yang membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di 
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Kabupaten Wajo. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pemerintah Kabupaten Wajo 
telah berhasil menangani jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk tidak 
hanya menjadi beban di daerah Kabupaten Wajo tetapi penduduk yang 
sebelumnya belum menjadi wajib pajak dapat berubah status menjadi wajib 
pajak. Wajib pajak di Kabupaten Wajo pada umumnya telah memiliki kesadaran 
untuk membayar pajak. Tapi jika masih ada  wajib pajak yang enggan membayar 
pajak dapat diberikan sanksi yang tegas, dengan terlebih dahulu melakukan 
pendekatan persuasif. 
4.2.3 Upaya Peningkatan Dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Wajo 
 Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kab.Wajo, pemerintah daerah telah mengupayakan usaha-usaha dengan kondisi 
dan permasalahan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 
 Berdasarkan wawancara dengan para informan dan instansi pengelola 
pendapatan daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kab.Wajo, dapat 
diketahui program-program yang dilakukan dalam rangka  peningkatan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain: 
a. Upaya perbaikan pendataan, yaitu memperbaiki sistem atau teknis 
administrasi pajak, pencatatan,perhitungan target dan kecepatan dalam 
pelayanan mulai tingkat kolektor, penagihan sampai pada tempat 
pelayanan pajak. 
b. Menikdaklanjuti apabila terdapat keluhan dari wajib pajak 
c. Upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi 
pembangunan daerah. 
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d. Meningkatkan mutu petugas melalui pendidikan dan pelatihan baik di 
daerah maupun di luar daerah 
e. Meningkatkan pengawasan pemungutan dilapangan 
f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait  
g. Meningkatkan anggaran untuk mendukung operasional petugas 
dilapangan 
Kesemua program yang ada di atas belum dapat dilakukan secara 
optimal. Permasalahan di atas terkait dengan sumber daya petugas, 
keterbatasan dalam pendataan sumber penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan,kelemahan-kelemahan dalam sistem pemungutan, kurangnya 
sosialisasi ke masyarakat dan peralatan yang kurang mendukung. Oleh karena 
itu diharapkan agar pemerintah serta kerja sama dari wajib pajak dan petugas 
pemungut pajak, agar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkat 
setiap tahunnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian ini Faktor PDRB atas harga konstan (X1) dan faktor 
jumlah penduduk (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (Y).di Kabupaten Wajo. Ini berarti jika terjadi 
peningkatan PDRB dan Jumlah penduduk maka penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kabupaten Wajo meningkat pula. 
VI.2 Saran 
1. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat meningkat 
sesuai target yang diharapkan pemerintah Kabupaten Wajo hendaknya 
memperhatikan faktor-faktor  yang mempengaruhi penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan perhitungan statistik, bahwa 
ke-3 faktor-faktor tersebut yaitu variabel PDRB atas dasar harga 
konstan,jumlah penduduk ,dan nilai jual objek pajak sangat 
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Meskipun selama 10 tahun terakhir (2000-2009) realisasi penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan sering kali melebihi dari target yang 
diharapkan, tetapi petugas pemungut pajak harus lebih giat memantau 
objek pajak dan melakukan pendatan yang lebih efektif sehingga kedepan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Wajo dapat 
ditingkatkan di masa mendatang  dan bagi wajib pajak yang masih tidak 
mau membayar pajaknya agar diberi sanksi yang tegas tetapi  harus 
dilakukan pendekatan yang bersifat persuasif terlebih dahulu. 
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3. Guna mengintensifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Wajo disarankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan sampai pada pertanggungjawaban masih perlu 
mendapatkan perhatian dan pemantauan yang terus menerus oleh 
instansi terkait dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. 
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LAMPIRAN I 
 
TAHUN Variabel Y Variabel X1 Variabel X2 
2000 1.490.253.474   565.603.420.000 359.326 
2001 2.161.338.917 1.614.538.100.000 361.239 
2002 2.445.349.115 1.610.694.020.000 363.160 
2003 3.404.127.405 1.678.917.140.000 365.041 
2004 3.749.595.859 1.731.527.710.000 367.498 
2005 3.627.051.393 1.834.824.710.000 370.093 
2006 4.828.636.568 1.938.618.300.000 373.938 
2007 5.492.295.718 2.052.424.310.000 377.184 
2008 6.099.783.751 2.204.396.470.000 380.521 
2009 7.701.201.204 2.316.833.730.000 382.450 
Sumber : Dispenda Kabupaten Wajo dan Kantor BPS,2010 
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                                    LAMPIRAN  II 
Variables Entered/Removed
b
 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 jmlhpnddk, pdrb
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: pbb  
                Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .985
a
 .970 .962 .099103 
a. Predictors: (Constant), jmlhpnddk, pdrb  
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.242 2 1.121 114.155 .000
a
 
Residual .069 7 .010   
Total 2.311 9    
a. Predictors: (Constant), jmlhpnddk, pdrb    
b. Dependent Variable: pbb     
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -213.609 25.620  -8.338 .000 
pdrb .361 .120 .284 3.020 .019 
jmlhpnddk 17.586 2.179 .760 8.069 .000 
a. Dependent Variable: pbb     
56 
 
 
LAMPIRAN III 
Kelebihan- Kelebihan Yang Ada Antara UU PDRD Dengan UU PBB Dapat 
Digambarkan Sebagai Berikut  
NO. URAIAN UU PBB UU PDRD 
1.  
 
 
 
 
   
Subjek 
 
 
 
 
 
Orang atau  Badan  yang 
secara nyata  mempunyai 
suatu hak atas bumi, dan 
atau memperoleh manfaat 
atas bumi dan/atau  
menguasai dan/atau 
memanfaatkan atas 
bangunan 
Sama 
2.   Objek  
 
    
                       
Bumi dan/atau Bangunan Bumi dan/ atau 
bangunan,kecuali 
kawasan yang 
digunakan untuk 
kegiatan usaha 
perkebunan, 
perhutanan dan  
pertambangan 
3.  Tarif Sebesar 0,5  dan tersebut 
dalam UU 
Paling tinggi 0,3% 
Perda 
4.  NJKP 20% s.d 100% (PP 25 
Tahun 2002 ditetapkan 
sebesar 20% atau 40%) 
Tidak 
Dipergunakan 
5.  NJOTKP Setinggi – tingginya Rp.12 
juta 
Paling Rendah 
Rp.10 Juta 
6.  PBB 
Terutang 
0,5% X 20% X 
 (NJOP-NJOTKP) atau 
0,5%X40%X(NJOP –
NJOTKP) 
Max.0,3X (NJOP-
NJOTKP) 
Sumber : Diklat Pajak Bumi dan Bangunan,2010 
 
 
